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BAB II 

CAKAP HUKUM, HUKUM POSITIF, DAN HUKUM ISLAM 

 

A. Definisi Cakap Hukum 

Cakap secara sederhana dapat diartikan sebagai keadaan dimana 

sesorang dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan berbagai hal. 

Kedewasaan sendiri merupakan suatu proses yang melalui tahapan 

perkembangan pada diri individu dimulai dari seseorang dilahirkan. Istilah 

dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya 

merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi 

pria dan wanita dewasa.
1
 

Perkembangan kedewasaan pada seseorang dapat diartikan sebagai 

proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau 

organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangannya yang berlangsung 

secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik terhadap fisik dan 

psikisnya. Syamsu Yusuf mengatakan bahwa perkembangan dan perubahan 

bersifat saling bergantung dan saling mempengaruhi antara bagian-bagian 

organisme dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Oleh karena itu 

perkembangan bersifat sistematis.
2
 

Akan tetapi, berbagai aspek kedewasaan pada kenyataanya terkadang 

dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak konsisten dengan kodratif. 

Seseorang dapat dinyatakan telah dewasa secara biologis, dan memiliki 

                                                           
1
 SyamsuYusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan remaja, cetakan I. (Yogyakarta: 

Rosda, 2000), hal. 14 
2
 Ibid., hal. 15  
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karakteristik perilaku dewasa tapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika 

berada di bawah usia dewasa secara hukum. Sebaliknya, sesorang dapat secara 

legal dianggap dewasa, tapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab 

yang mencerminkan karakter dewasa.
3
 

Dalam sistem hukum di Indonesia, kedewasaan seseorang bila dilihat 

dari berbagai ketentuan hukum yang berlaku sangat beragam. Kedewasaan 

berdasarkan usia merupakan salah satu parameter yang bersangkutan telah 

dianggap cakap dan berhak atas apa yang diatur oleh ketentuan hukum. Maka 

dari depenelitian cakap atau kedewasaan tersebut, cakap hukum dapat diartikan 

sebagai keadaan dimana seseorang telah dinyatakan dewasa secara hukum 

sehingga dapat dibebani tanggung jawab hukum dan melakukan perbuatan 

hukum seperti menikah, melakukan perjanjian dan lain sebagainnya. 

Selanjutnya, hukum yang memiliki korelasi erat dengan kecakapan 

secara etimologis dapat diterjemahkan dengan kata “law” (Inggris), “recht” 

(Belanda), “loi atau droit” (Francis), “ius” (Latin), “derecto” (Spanyol), 

“dirrito” (Italia).
4
 

Pada umumnya, pengertian hukum dapat diartikan sangat beragam 

sebagai berikut:
5
 

1. Hukum diartikan sebagai produk keputusan penguasa, perangkat peraturan 

yang ditetapkan penguasa seperti Undang-Undang Dasar (UUD) dan lain-

lain. 

                                                           
3
 http://Id.m.wikipedia.org/wiki/dewasa//.co.id., diakses pada tanggal 8 Maret 2016, 

pukul 20.00 wib 
4
 Wasis S.P., Pengantar Ilmu Hukum, (Malang: UMM Press, 2002), hal 11. 

5
 Ibid., hal. 11 
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2. Hukum diartikan sebagai produk keputusan hakim, putusan-putusan yang 

dikeluarkan hakim dalam menghukum suatu perkara yang dikenal dengan 

jurisprudence (yurisprodensi). 

3. Hukum diartikan sebagai petugas/pekerja hukum. Hukum diartikan 

sebagai sosok seorang petugas hukum seperti polisi yang sedang bertugas. 

Pandangan ini sering dijumpai didalam masyarakat tradisionil. 

4. Hukum diartikan sebagai wujud sikap tindak/perilaku. Sebuah perilaku 

yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum. Seperti perkataan: “setiap 

orang yang kos, hukumnya harus membayar uang kos”. Sering terdengar 

dalam pembicaraan masyarakat  dan bagi mereka itu adalah 

aturannya/hukumnya. 

5. Hukum diartikan sebagai sistem norma/kaidah. Kaidah/norma adalah 

aturan yang hidup ditengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa 

norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum (yang tertulis) yang 

berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat 

sanksi bagi pelanggar. 

6. Hukum diartikan sebagai tata hukum. Berbeda dengan penjelasan angka 1, 

dalam konteks ini hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang  

berlaku (hukum positif) dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, 

baik yang menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun 

kepentingan dengan Negara (hukum publik). Peraturan privat dan publik 

ini terjelma di berbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan 

dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata 
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hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat 

dan berbentuk hierarkis. 

7. Hukum diartikan sebagai tata nilai. Hukum mengandung nilai tentang 

baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil dan lain-lain, yang berlaku secara 

umum. 

8. Hukum diartikan sebagai ilmu. Hukum yang diartikan sebagai 

pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis, objektif, dan 

universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan. 

9. Hukum diartikan sebagai sistem ajaran (disiplin hukum). Sebagai sistem 

ajaran, hukum akan dikaji dari dimensi dassollen dan das-sein. Sebagai 

dassollen, hukum menguraikan tentang yang dicita-citakan. Kajian ini 

akan melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Sedangkan sisi das-

sein merupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara 

dassollen dan das-sein harus sewarna. Antara teori dan praktik harus 

sejalan. Jika das-sein menyimpang dari dassollen , maka akan terjadi 

penyimpangan pelaksanaan hukum. 

10. Hukum diartikan sebagai gejala sosial. Hukum merupakan suatu gejala 

yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan untuk 

mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentinagan 

seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya 

konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi 

kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar 
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hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat dapat berjalan 

aman dan tertib.
6
 

11. Hukum secara terminologis pula masih sangat sulit untuk diberikan secara 

tepat dan dapat memuaskan. Ini dikarenakan karena hukum memiliki segi 

dan bentuk yang sangat banyak, sehinnga tidak mungkin tercakup 

keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi.
7
  

Sebagai gambaran, Sudiman Kartohadiprodjo memberi contoh-contoh  

tentang definisi hukum yang berbeda-beda sebagai berikut:
 8

 

1. Aristoteles: “Particular law is that which each community lays down and 

applies to its own members. Universal law is the law of nature” ( hukum 

tertentu adalah sebuah hukum yang setiap yang setiap komunitas 

meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya 

sendiri. Hukum universal adalah hukum alam). 

2. Grotius: “Law is a rule of moral action obliging to that which is right” 

(hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa kepada 

apa yang benar). 

3. Hobbes: “Where as law, properly is the word of him, that by right had 

command over others” (Pada dasarnya hukum adalah sebuah kata 

seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain). 

4. Philip S. James: “Law is body of rule for the guidance of human conduct 

which are imposed upon, and enforced among the members of a given 

state” (hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi 

                                                           
6
Wasis S. P., Pengantar Ilmu Hukum, . . ., hal. 12 

7
J. Van Apeldoom, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 1 

8
Ibid., hal. 85 
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kelakuan manusia yang mana dipaksakan padanya, dan dipaksakan 

terhadap ahli dari sebuah Negara). 

5. Immanuel Kant: “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini 

kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan 

kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang 

kemerdekaan”.  

Akan tetapi, walaupun tidak mungkin diadakan suatu definisi yang 

lengkap tentang apakah hukum itu, namun para ahli hukum telah mencoba 

membuat sebuah batasan, yang maksudnya sebagai pegangan bagi orang yang 

sedang mempelajari ilmu hukum. Batasan tersebut adalah “Hukum itu adalah 

himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang 

mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh 

masyarakat itu”.
9
 

Selanjutnya dari beberapa definisi hukum di atas, hukum dapat 

diklasifikasikan kedalam berbagi bentuk yang dinyatakan sebagai hukum 

tertulis dan hukum tidak tertulis. Dari kedua bentuk hukum tersebut, 

diantaranya dapat ditemui konsepsi hukum positif  (Barat) dan hukum Islam. 

 

B. Pengertian Hukum Positif 

Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas 

dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat 

                                                           
9
Ibid., hal 37 
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secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau 

pengadian dalam Negara Indonesia.
10

 

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah 

agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah 

hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara 

umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau 

pengadilan dalam Negara Indonesia.Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam 

berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, 

bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.
11

 

1. Sumber Hukum Positif 

Sumber hukum dapat diartikan sebagai-bahan yang digunakan 

sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.
12

 Menurut Sudikno, 

kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:
13

 

a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, 

misalnya kehendak Tuhan, akal manusia jiwa bangsa dan sebagainya. 

b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum 

sekarang yang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi. 

c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara 

formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat). 

                                                           
10

 I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di 

Indonesia.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56 
11

http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, 

pukul 23.30 wib. 
 
12

 Peter Mahmud Marzuku, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group) 
13

 Budi Ruhiatudin,  Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Teras), 2009, hal. 29-30. 

http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/
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d. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya  

dokumen, undan-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya. 

e. Sebagai sumber hukum. Sumber yang menimbulkan aturan hukum. 

Sumber hukum sendiri diklasifikasikan  kedalam dua dua bentuk 

yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum 

formil menjadi determain formil membentuk hukum (formele determinanten 

van de rechtsvorming), menentukan berlakunya hukum. Sedangkan sumber-

sumber hukum materiil membentuk hukum (materiele determinanten van de 

rechtsvorming), menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil 

adalah: 

a. Undang-undang 

Undang-undang adalah suatu peraturan yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. 

Contohnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundang-

undangan dan sebagainya.
14

 

Undang-undang sering digunakan dalam 2 pengertian, yaitu 

Undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang dalam arti 

material. Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan atau 

ketetapan yang dilihat dari bentuk dan cara pembuatannya disebut 

Undang-undang. Dilihat dari bentuknya, Undang-undang berisi 

konsideran dan dictum (amar putusan). Sementara dari cara 

pembuatannya, Undang-undang adalah keputusan atau ketetapan  produk 

                                                           
14

 http://My-Blog-Sumber-Hukum//.com. diakses pada tanggal 9 april 2016, pukul 

12. 56 wib 



26 
 

lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga yang berwenang  adalah 

Presiden dan DPR (UUDS 1950 pasal 89 UUD 1945 pasal 5 ayat [1] jo. 

Pasal 20 ayat [1]). 

Undang-undang dalam arti material adalah keputusan atau 

ketetapan  yang dilihat dari isinya disebut Undang-undang dan mengikat 

setiap orang secara umum. Dalam pengertian ini yang menjadi perhatian 

adalah isi peraturan  yang sifatnya mengikat tanpa mempersoalkan segi 

bentuk atau siapa pembentuknya. Undang-undang dalam arti material 

sering juga disebut dengan peraturan (regeling) dalam arti luas. Undang-

undang dalam arti formal tidak dengan sendirinya sebagai Undang-

undang dalam arti material. Demikian sebaliknya.
15

 

Sumber hukum ini, demikian pula ketentuan hukumnya dibuat 

oleh pemerintah  dengan persetujuan para wakil masyarakat dengan 

mengingat kepentingan hidup bersama bagi seluruh anggotanya dalam 

lebensraum atau ruang kehidupan yang tertib, aman dan penuh 

kedamaian.  

Sama halnya dengan sumbernya, kaidah hukum yang bersumber 

pada perundang-undangan ini harus berfungsi, yang dalam hal ini 

terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
16

 

                                                           
15

 http://Sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah//.com. Diakses pada tanggal 9 

April 2016, pukul 12.10 wib. 
16

 Rien G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, (Bandung: Bina Aksara, 

2007),hal. 18 

http://sumber-sumber-hukum/pustaka-sekolah/.com
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1). Ketentuan atau peraturan mengenai bidang-bidang tertentu harus 

cukup sistematis yang artinya tidak terdapat kesimpang siuran 

ketentuan/peraturan  hukum dalam bidang yang sama. 

2). Ketentuan atau peraturan hukum itu harus memiliki keselarasan, 

artinya baik secara hirarkis maupun secara horizontal tidak terdapat 

pertentangan. 

3). Adanya relevansi suatu ketentuan atau peraturan dengan dinamika 

sosial secara kualitatif dan kuantitatif  peraturan atau ketentuan yang 

mengatur masalahnya yang tertentu itu memang benar-benar 

terpenuhi. 

4). Penerbitan ketentuan atau peraturan-peraturannya harus sesuai dengan 

persyaratan yuridis yang ada atau yang telah ditetapkan. 

5). Hukum atau ketentuan/peraturan hukum harus merupakan penjelmaan 

dari jiwa dan cara berfikir masyarakat, atau ketentuan/peraturan 

hukum tersebut harus merupakan struktur rohaniyah suatu 

masyarakat, dimana setiap anggota harus benar-benar mematuhinya. 

b.  Adat dan kebiasaan 

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang 

ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, 

kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak 

oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan 

pada hukum perundang-undangan atau jus scriptum.
17

 Kebiasaan dan 

                                                           
17

 SatjiptoRahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 108 
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adat merupakan sumber kaidah. Bagi orang Indonesia, kebiasaan dan 

adat tidak sama.
18

 Untuk itu selanjutnya dijelaskan di bawah ini 

mengenai perbedaan kebiasaan dan adat. 

Dalam buku Mengenal Hukum yang menguraikan mengenai 

perbedaan kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno: 

kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal 

atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan 

hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi 

dapat luas juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat. 

Perilaku yang tetap atau ajeg berarti  merupakan perilaku manusia 

yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan 

normative, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh 

banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal 

yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, 

bahwa hal itu memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat.
19

 

 

Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan 

sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur 

tata tertib. Pada umumnya adat istiadat itu bersifat sakral (sesuatu yang 

suci) serta merupakan tradisi.
20

 

Sementara itu Utrecht membedakan hukum adat dan kebiasaan 

sebagai berikut:
21

 

 1). Hukum adat asal usulnya bersifat sakral. Hukum adat berasal dari 

kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti 

dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Sedangkan 

kebiasaan yang dipertahankan para penguasa yang tidak termasuk 

lingkungan perundang-undangan, bagian besarnya dalah kontra 

                                                           
18

 E. Utrech, Pengantar Dalam Hukum Indonesia. . ., hal. 133 
19

 R. Soeroso , Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009), hal. 150. 
20

 Ibid., hal. 157 
21

 Ibid., hal. 110 
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antara bagian barat dan timur. Tetapi hukum kebiasaan ini dapat 

diresepsi dalam hukum Indonesia nasional yang asli. 

 2). Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak 

tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan 

kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis. 

c.   Traktat 

Merupakan perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. 

Biasanya memuat peraturan-peraturan hukum. Jenis-jenis traktat di 

antaranya yaitu:
 22

 

1).  Traktat Bilateral, yaitu traktat yang terjadi antara dua negara saja. 

2). Traktat Multirateral yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua 

negara. 

3). Traktat Kolektif, yaitu traktat multirateral yang membuka 

kesempatan bagi mereka yang tidak ikut dalam perjanjian itu untuk 

menjadi anggotanya. 

Menurut pendapat klasik  ada empat tingkatan untuk terjadinya 

suatu traktat, yaitu: 

a). Penetapan 

b). Persetujuan DPR 

c). Ratifikasi kepala negara 

d). Pengumuman  

                                                           
22

 Ibid., hal. 110-111 
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Melalui penetapan dimaksudkan sebagai  konsep persetujuan 

yang telah dicapai bersama-sama oleh masing-masing utusan. Lalu 

konsep itu diserahkan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Jika 

dewan telah menyetujui maka dimintakanlah pengesahan (retifikasi) 

kepala negara, yang jika itu sudah diberikan, lalu diumumkanlah 

berlakunya perjanjian tersebut. 

Akibat dari perjanjian tersebut adalah apa yang disebut dengan 

“Pakta Servanda” artinya bahwa perjanjian mengikat para pihak yang 

mengadakan perjanjian. Disamping itu para pihak harus mentaati serta 

menepati perjanjian yang mereka buat.
23

 

d.   Yurisprudensi  

Yurisprudensi berasal dari kata yurisprudentia (bahasa Latin) 

yang berarti pengetahuan hukum (rechgeleerdeid). Kata yurisprudensi 

sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata 

”yurisprudentia” dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun 

bukan peradilan. 

Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teory ilmu 

hukum (algemeeme rechtsleer: General theory of law), sedangkam 

untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah case law 

atau judge Made Law. 

Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum 

dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi 

                                                           
23

 R. Soeroso S. H., Pengantar Ilmu Hukum . . ., hal. 171 
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adalah keputusan hakim yang selalu dijadikam pedoman hakim lain 

dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.
24

 

Terdapat suatu sebab dimana seorang hakim mempergunakan 

putusan lain, sebab-sebabnya ialah: 

1). Pertimbangan Psikologis 

Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan 

hukum,terutama keputusan pengadilan tinggi dan Mahkamah 

Agung,maka biasanya hakim bawahan segan untuk tiddak mengikuti 

putusan tersebut. 

2). Pertimbangan praktis 

Karena dalam kasus yang sama sudah pernah di jatuhkan 

putusan oleh hakim terdahulu,lebih-lebih apabila putusan itu sudah 

di benarkan atai di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah 

Agung (MA) maka lebih praktis apabila hakim berikutnya 

memberikan putusan yang sama. 

3). Pendapat yang sama 

Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan 

keputusan hakim yang lebih dulu,terutama apabila isi dan tujuan 

undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang 

nyata pada waktu kemudian, maka wajar apabila keputusan hakim 

lain tersebut dipergunakan. Sedangkan dasar hukum yurisprudensi  

ialah: 

                                                           
24

 Ibid., hal. 159-160 
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1).  Dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum. 

2). Adanya kekurangan daripada hukum yang ada,karena pembuat  

Undang undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam 

undang-undang, maka yurisprudensi di gunakan untuk mengisi 

kekurangan dari undang-undang.
25

 

e.  Doktrina 

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal. Sebagaimana 

yang dikutip dari pernyataan Sudikno, yaitu: 

doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakn 

sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. 

Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut 

sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim 

menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang 

demikian itu adalah sumber hukum formil.
26

 

 

Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan 

kekuasaanya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi untuk dapat 

menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu. 

Yaitu doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim.  

Selanjutnya yang termasuk dalam umber hukum materiil adalah 

terdiri dari:  

a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum 

b. Agama 

c. Kebiasaan 
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d. Politik hukum daripada pemerintah.
27

 

2. Unsur, Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Positif 

Setelah melihat definisi-definisi hukum, dapat diambil kesimpulan 

bahwa hukum positif meliputi beberapa unsur, yaitu: 

a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat 

b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 

c. Peraturan bersifat memaksa. 

d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
28

 

Kemudian, agar hukum dapat dikenal dengan baik, haruslah 

diketahui ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Terdapat perintah/larangan. 

b. Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
29

 

     Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam 

masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara 

dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai 

peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu 

dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat 

yang dinamakan dengan “kaedah hukum”.
30

 Barangsiapa yang dengan 
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sengaja melanggar suatu kaedah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai 

akibat pelanggaran kaedah hukum) yang berupa hukuman.
31

 

    Sanksi hukum atau pidana memiliki beragam jenis bentuk. Namun, 

sesuai dengan Bab II (PIDANA), Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) adalah: 

a. Pidana pokok, meliputi: 

1). Pidana mati 

2). Pidana penjara 

3). Pidana Kurungan 

4). Pidana denda  

5). Pidana tutupan 

b. Pidana tambahan, meliputi: 

1). Pencabutan hak-hak tertentu 

2). Perampasan barang-barang tertentu 

3). Pengumuman putusan Hakim 

Sedangkan sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Hukum 

positif  merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat 

memaksa orang (person) agar mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta 

memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang 

tidak mematuhinya. Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-
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kaedah hukum dapat ditaati. Karena tidak setiap orang hendak mentaati 

kaedah-kaedah hukum tersebut.
32

 

4.  Fungsi dan Tujuan Hukum Positif 

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, 

kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada 

manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki 

fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta 

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi 

hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:
 33

 

a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum 

berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, 

sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. 

b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. 

Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum 

diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa 

yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat 

ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. 

c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa 

dari hukum dapat digunakan  untuk menggerakkan pembangunan. Di sini 

hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang 

lebih maju. 
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d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci  siapa yang 

berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus 

mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti 

konsep hukum konstitusi Negara. 

e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan 

harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang 

sudah diatur dalam hukum perdata. 

f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan 

kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali 

huungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat. 

Soleman B. Taneko, seorang pakar hukum mengemukakan bahwa 

fungsi hukum mencakup lebih dari  tiga jenis. Adapun fungi hukum yang 

dimaksudkan adalah meliputi:
34

 

a. Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk 

berperilaku. 

b. Pengawasan/pengendalian sosial (sosial control). 

c. Penyelesaian sengketa (dispute settlement). 

d. Rekayasa sosial (sosial engineering). 

 

C. Definisi Hukum Islam  

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, 

sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika 

                                                           
34

 http://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html. 

Diakses pada tanggal 1 April, 2016.Pukul 00.30 wib. 

http://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html


37 
 

dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim 

diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi 

dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa 

hanya menyangkut keduniaan semata.
35

 

Makna hukum Islam (syari‟ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, 

dahulu (di arab) orang mempergunakan kata syari‟ah untuk sebutan jalan 

setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum 

dan membersihkan diri.
36

 

Sedangkan Joseph Schacht mengartikan Hukum Islam sebagai totalitas 

perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek  

menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.
37

 

1. Sumber Hukum Islam 

Sumber-sumber hukum Islam (mashadir al-syari‟at) adalah dalil-

dalil syari‟at yang darinya hukum syari‟at digali. Sumber-sumber hukum 

Islam dalam pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. 

Pertama, didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama atas 

ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari‟at. Pembagian 

ini menjadi tiga bagian: 

a. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama islam sebagai sumber hukum 

syari‟at yaitu al-Quran dan sunnah. Adapun pengertian al-Quran adalah 

firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dinilai 
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ibadah bagi yang membacanya. Pengertian demikian senada dengan yang 

diberikan Al-Zarqani. Menurutnya al-Quran adalah lafal yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. mulai dari awal surat al-Fatihah, sampai 

dengan akhir surat al-Nas.38 

b. Sesuatu yang disepakati oleh mayoritas jumhur ulama sebagai sumber 

syariat yaitu ijma‟ dan qiyas. Pengertian Ijma‟ menurut Abdul Wahab 

Kallaf, ijma‟ menurut istilah ulama ushul ialah kesepakatan semua 

mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan 

Rasulullah SAW. atas hukum syar‟i mengenai suatu kejadian atau kasus. 

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwasanya ijma‟ itu adalah 

kesepakatan para mujtahid dalam dalam suatu masa setelah wafatnya 

Rasulullah SAW, terhadap hukum syara‟ yang bersifat praktis („amaly).
39

 

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya 

atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Ada beberapa golongan 

pendapat. Golongan pertama menyatakan bahwa qiyas merupakan 

ciptaan manusia, yaitu pandangan para mujtahid. Sebaliknya menurut 

golongan kedua, qiyas merupakan ciptaan syari‟, yakni merupakan dalil 

hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjat illahiyah yang dibuat 

syari' sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum.
40

 

c. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama bahkan oleh mayoritasnya 

yaitu: 
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1). „Urf (tradisi). Kata „urf secara etimologi berarti “ sesuatu yang di 

pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara 

terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim  Zaidah, 

istilah „urf berarti: Sesuastu yang tidak asing lagi bagi suatu  

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan 

kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. 

2). Istishab (pemberian hukum berdasarkan keberadaan pada masa 

lampau). Pengertian istishab menurut ulama ushul fiqh membawa 

maksud menetapkan hukum pekerjaan yang ada pada masa lalu, 

karena disangka tidak ada dalil pada masa yang akan datang.
41

 

3). Maslaha Mursalah, menurut bahasa maslaha mursalah mencari 

kemaslahatan, sedangkan menurut ahli ushul fiqhi adalah 

menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya dengan 

berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara tidak  

dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau boleh juga disebut dengan 

memberikan hukum syara‟ kepada kasus yang tidak ada dalam nas 

atau ijma atas dasar memelihara kemaslahatan.
42

 

4). Syar‟u Man Qablana (syari‟at sebelum kita), dalam kaitannya dengan 

syariat Islam, maka dapat dikatakan bahwa syariat adalah hukum 

yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. yang di dalamnya 
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terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia. Al-

Maududi menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Beni:  

syariat merupakan ketetapan Allah dan RasulNya yang berisi 

ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat global, kekal, 

dan universal yang diberlakukan bagi semua hambaNya 

berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah.
43

 

 

      Pada prinsipnya, syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat 

terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa 

Nabi Muhammad. Diantara asas yang sama itu adalah yang 

berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, tentang 

janji, dan ancaman Allah. Sedangkan rinciannya ada yang sama dan 

ada juga yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan 

zaman masing-masing.
44

 

Dengan demikian, Syar`u Man Qablana adalah hukum-hukum Allah 

yang dibawa oleh para Nabi/Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw. 

dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. 

5). Madzhab Sahabat. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara 

atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan 

ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (manhaj) 

yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian 

orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang 

jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas 
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prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.
45

 Dengan demikian, madzhab 

sahabat adalah jalan yang ditempuh para sahabat. 

2. Karakteristik Hukum Islam 

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan 

karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Berbedanya 

karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah SWT, 

bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa 

nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban 

agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia 

agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.
46

 

Hasbi Ashiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai 

tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni:
 47

 

a. Takamul, (sempurna, bulat, tuntas). Maksudnya bahwa hukum Islam 

membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka 

berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan. 

b. Wasyathiyat, (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, 

jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat kekanan dengan 

mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan 
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perbedaan. Hukum Islam selalu mnyeelaraskan di antara kenyataan dan 

fakta dengan ideal dari cita-cita. 

c. Harakah, (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan 

bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk 

diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam 

terpencar dari sumber yang luas dan dalam, yang memeberikan kepada 

manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada 

setiap tempat dan waktu. Kemudian karakteristik hukum Islam dapat 

dijabarkan lebih rinci lagi sebagai berikut: 

1). Ijmali (universalitas) 

Artinya ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi seluruh 

alam tanpa tapal batas. Ia berlaku bagi orang Arab dan orang „Ajam 

(non Arab), kulit putih dan kulit hitam. Di samping bersifat universal 

atau menyeluruh, hukum Islam juga bersifat dinamis (sesuai untuk 

setiap zaman).
48

 

Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam memenuhi 

sifat dan karaktersitik tersebut terdapat dalam Al-Qur‟an yang 

merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta 

termasuk manusia.
49

 Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q. 

S. Saba, ayat 28 : 
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Dan Kami (Allah) tidak mengutsu kamu (Muhammad) 

melainkan kepada umat manusia seluruhnya untuk membawa 

berita gembira dan berita peringatan. Akan tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui."
50

 

 

2). Tafshili (partikularitas) 

Hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang 

bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya. Perintah shalat dalam Al-Qur‟an senantiasa 

diiringi dengan perintah zakat. Allah SWT berfirman dalam Q. S Al-

A‟raf ayat 31:  

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus 

pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi 

jangan berlebihan”
51

 

 

Perintah diatas dipahami bahwa Islam tidak mengajarkan 

spiritual yang mandul. Dalam hukum Islam manusia diperintahkan 

mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan 

kolonial ketika mencari rezeki tersebut. Memahami realitas karakter 

partikularistik hukum Islam maka dalam karakteristik ini berlaku 3 

segi pemahaman, yaitu:
 52
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a). Bila ditinjau menyangkut pemberlakuan hukum terhadap para 

subjek hukum tanpa dibedakan status seseorang, kaya atau miskin 

dan seterusnya untuk suatu karakter unversalitas hukum, maka 

atas dasar keadilan pula hukum Islam memberlakukan hukum 

yang khusus demi kesebandingan penjeratan sanksi hukum atas 

subjek hukum. Berdasarkan keuniversalan pemberlakuan hukum. 

Contohnya seorang pezina siapapun ia dan status bagaimanapun 

tetap mendapatkan sanksi hukum. Namun, pelaku zina yang telah 

kawin  sanksi hukumnya adalah rajam sedangkan yang belum 

pernah kawin, maka sanksi hukumnya adalah didera 100 kali dan 

diasingkan selama 1 tahun. Sedang bagi para budak yang 

melakukan zina, maka sanksinya ½ dari orang yang merdeka. 

Dengan demikian, hukum Islam memberlakukan secara universal 

kepada setiap orang, namun dalam pemberlakuannya terjadi 

penjeratan hukum secara khusus dengan pemberlakuan 

partikularistik bagi pelaku hukum. 

b). Bila hukum Islam memiliki karakter sesuai dengan perhatian 

manusia sepanjang sejarah manusia dalam mencipatakan hukum 

atau yang disebut dengan kemanusiaan yang universal, maka 

hukum Islam juga memiliki hukum kemanusiaan partikular. 

Misalnya larangan orang Islam kawin dengan orang bukan Islam, 

berlakunya hukum-hukum ibadah secara rinci, larangan judi dan 

minum khamar dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini memiliki 
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karakteristik yang partikular karena tidak lazim dalam norma 

hukum yang berkembang dalam sejarah peradaban hukum 

manusia. Oleh karenanya ia disebut dengan hukum kemanusiaan 

yang partikular. 

c). Bila ditinjau dari berlakunya efektivitas hukum secara umum 

adalah berlaku untuk setiap manusia yang daripadanya terlihat 

keuniversalannya maka hukum-hukum lainnya tidak lagi melihat 

subjek hukum sebagai manusia umumnya, tetapi terhadap 

manusia yang telah dianggap patuh menjalankan hukum Islam. 

Misalnya hukum perkawinan Islam, maka daripadanya berlaku 

hukum talak 3 kali, khulu‟ bagi isteri terhadap suami, ila‟, li‟an, 

zihar, dan lain-lain diberlakukan bagi orang yang telah tunduk 

menjalankan hukum Islam dimulai sejak akad perkawinannya 

secara atau berdasarkan hukum Islam. Jadi orang yang status 

perkawinannya tidak berdasarkan hukum Islam tidak berlaku pula 

hukum-hukum yang menyangkut perkawinan dalam hukum 

Islam. Dalam kasus seperti demikian, hukum berkarakter 

partikular karena hanya menunjuk pada manusia tertentu saja. 

3).  Harakah (elastisitas) 

Meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. 

Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, 

hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan Khalik  dan 

lain sebagainya. Ada 2 segi yang dapat dibentangkan secara faktual 
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menyangkut argumentasi mengapa hukum Islam memiliki karakter 

elastis (harakah), yakni:
53

 

a). Menyangkut masalah hukum dalam memberi beban taklif  kepada 

subjek hukum (mukallaf). 

b). Segi hukum dalam merespon atau menyikapi perkembangan 

zaman dan perubahan sosial. 

c).  Akhlak (etistik) 

Dimensi akhlak dimasukkan sebagai karakter hukum 

Islam didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut: 

(1). Hukum Islam dibangun berdasarkan petunjuk wahyu (Al-

Qur‟an) yang dikembangkan melalui kehidupan Nabi SAW 

(Sunnah) dan ijtihadiyah. 

(2). Segala peraturan hukum Islam memproyeksikan pada 2 

bagian peraturan yakni pengaturan tentang tindakan 

hubungan dengan Allah yang daripadanya lahir hukum-

hukum ibadah dan pengaturan menyangkut tindakan antar 

sesama manusia atau dengan makhluk lain (lingkungannya). 

5). Tahsini (estetik) 

Dalam hukum-hukum ibadah juga nampak berlakunya karakter 

etestik hukum Islam. Secara umum para subjek diberlakukan hukum-

hukum wajib ibadah seperti shalat 5 waktu, puasa ramadhan, zakat 

dan naik haji, akan tetapi hukum memberikan pula pilihan-pilihan 
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yang lebih baik agar para subjek hukum melaksanakan ibadah-ibadah 

anjuran seperti shalat sunnat yang beragam macam, i‟tikaf di masjid, 

puasa sunnat dan sadaqah. 

Karakter hukum Islam yang bersifat estetik banyak ditemukan 

dalam berbagai lapangan hukum Islam. Minimal menyangkut 

berlakunya hukum sunnat di antara panca ajaran hukum (Ahkamu al-

Khamsah) tidak lain merupakan tahsiniyah (estetik) maslahat 

hukum.
54

 

Menurut Muhammad Ali Al-Sayih, mengemukakan bahwa 

karakteristik hukum Islam yang paling menonjol ada tiga, yaitu tidak 

menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam 

pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan manusia dan selalu 

melaksanakan keadilan dalam penerapannya.
55

 

Semua karakteristik yang dikemukakan pakar ilmu hukum 

diatas maksudnya sama dan berpedoman pada firman Allah SWT 

dalam Q. S. Al – A‟raf ayat 157: 
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Yaitu orang-orang yang mengikut rasul, (nabi yang ummi) 

yaitu Nabi Muhammad saw. (yang namanya mereka dapati 

tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka) 

lengkap dengan nama dan ciri-cirinya (yang menyuruh mereka 

mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari 

mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka 

segala yang baik) dari apa yang sebelumnya diharamkan oleh 

syariat mereka (dan mengharamkan bagi mereka segala yang 

buruk) yaitu bangkai dan lain-lainnya (dan membuang dari 

mereka beban-beban) maksud tanggungan mereka (dan 

belenggu-belenggu) hal-hal yang berat (yang ada pada mereka) 

seperti bertobat dengan jalan membunuh diri dan memotong 

apa yang terkena oleh najis. (Maka orang-orang yang beriman 

kepadanya) dari kalangan mereka (memuliakannya) yaitu 

menghormatinya (menolongnya dan mengikuti cahaya yang 

terang yang diturunkan kepadanya) yakni Alquran (mereka 

itulah orang-orang yang beruntung.
56

 

Bahwasannya inti dari ayat diatas menyatakan bahwa 

karakteristik hukum Islam yaitu tidak menyusahkan, sedikit beban, 

berangsur-angsur, ada kelonggaran, dan sesuai dengan kemaslahatan 

umum.
57

 

3. Prinsip Hukum Islam 

a. Tidak meyulitkan („adamul kharaj), yaitu hukum Islam itu tidak sempit, 

sesak, tidak memaksa dan tidak memberatkan.  

b. Menyedikitkan beban (taqlil at-takalif), yaitu dengan menyedikitkan 

tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintahNya dan menjauhi 

laranganNya. 

c.  Berangsur-angsur (tadrij). Hukum Islam dibentuk secara gradual, tidak 

sekaligus. 
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d. Universal, syari‟at Islam meliputti seluruh alam tanpa ada batas wilayah, 

suku, ras, bangsa, dan bahasa. Keuniversalan ini pula tergambar dari sifat 

hukum Islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-VII 

saja, misalnya), tetapi untuk semua zaman. Hukum Islam menghimpun 

segala sudut dari segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan, dan ia 

akan senantiasa cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi 

lama ataupun modern, seperti halnya ia dapat melayani para ahl aql dan 

ahl naql, ahl al-ra‟y atau ahl al-hadis. 

e. Menegakkan Keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan 

seimbang (mauzun) antonimnya ketidakadilan, kerncuan (at-tanasub), 

persamaan (musawah), tidak diskriminatif, egaliter, penunaian hak sesuai 

dengan kewajiban yang diemban (keadilan distributif), serta keadilan 

Allah yaitu kemurahanNya dalam melimpahkan rahmatNya kepada 

manusia sesuai dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya.
58
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